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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perubahan sistem pemilihan di tingkat nasiona ternyata memiliki
implikasi politis terhadap sistem pemilihan kepala pemerintahan di tingkat daerah.
Pada masa orde baru, kepala pemerintahan di daerah baik tingkat satu dan dua, para
calon kepala daerah dipilih secara performa oleh anggota DPR kemudian digjukan
untuk mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Namun di awal erareformasi, proses
pemilihan bersifat lebih sentralistis kemudian bergeser kepada pemilihan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sistem pemilihan kepala daerahnya
masih bersifat oligarki dimana pemerintahan dipegang oleh beberapa orang dari
golongan €lit (bangsawan atau kapitalis) sehingga rakyat masih dianggap belum
berdaulat sepenuhnya dalam memilih kepala daerah, tetapi pergeseran ini dapat
dinilai sebagal sesuatu langkah maju dalam proses demokratisasi, yaitu bentuk
desentralisasi kekuasaan atau istilah familiarnya dikenal sebagai otonomi daerah yang
merupakan produk langsung reformasi.

Reformasi di segala bidang yang dilakukan pasca pemerintahan orde baru
pada bulan Me 1998 telah membawa perubahan yang sangat besar dalam demokrasi
politik di Indonesia. Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun

1999, telah mengubah tata cara pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang



